
 

GUBERNUR BENGKULU 

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU 
NOMOR : ,1 TAHUN 201 1 

TENTANG 

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2011 

Menimbang 

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BENGKULU 

bahwa untuk melaksanakan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan 
Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta 
untuk menampung perubahan anggaran Belanja Pegawai (Gaji dan 
Tunjangan), alokas, anggaran kegiatan yang dibiaya, dari Dana 
Percepatan Pembangunan lnfrastruktur Daerah (DPPID), pendanaan 
Kegiatan Lanjutan (DPA-L) dan penyelesaian hutang Pemerintah 
Provinsi Bengkulu, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu 
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2011; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2828); 

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



 

• 
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~ _ -:la"g--Jndang "lomor 32 Tahu" 2004 tentang Pemenntahan 
:)ae•ah <Le""oaran Negara RepubiiK Indonesia Tahun 2004 Nomor 
• 25 -a!""0ahan Lembaran Negara Republ1k Indonesia Nomor 4437) 
sebagarrnana telah d1ubah beberapa kah terakhir dengan Undang
Uridang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
123,Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5043); 

8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republ1k Indonesia Nomor 4712), 

1 2 Peraturan Pernenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Penmbangan (Lembaran Negara Republ k Indonesia Tahun 2005 
Ncrric• 137 Tarnbal-an lembaran Negara Repubhk Indonesia No=::• 
4575 
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1 3 =e•aL•an ?emenntah No'Tlor 58 Tahun 2005 tenla"g 
:::engelo aan l<euangan Daerah (Lemba·an Negara Republik Indonesia 
Taht.J'1 2005 Nomor 140 Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tenlang 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerinlah Di Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165): 

20 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

21 Peraturan Menten Dalam Negeri NofT'or 13 Taf-iun 2006 tentang 
Pecoman ?enge olaan Kei..angan Dae·ah sebaga1mana telah d ... t,z1--
beberapa kal1 te·ak.,' ce,..gan ::,e•atu•an lv'ente•i Qalam ~ege• 
2 1 -a!--un 2011 te"ta~J =e,..u!:a1--an Ked .. s :.tas Perat.,•,r , ·~- =---
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: ; -=-..., "-::~er 1-.Jo~or • 3 Ta nun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
• s ~z"gZ" Daeran tBenta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 
,:::~:::- 31::l 

"'e•at ... ·an lvlenteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
-ata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
?endapatan dan Selanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Selanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011 ; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah Dan Santuan Sosial Yang Sersumber Dari 
Anggaran Pendapatan Dan Selanja Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); 

25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

26. Peraturan Menten Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi 
dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan 
lnfrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 ( Serita Negara Republ1k 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 524 ); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Sengkulu Nomor 06 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Sengkulu Nomor 6 Tahun 2007); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Sengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Keuangan dan Protokoler Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Sengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Sengkulu Nomor 
3 Seri D" Tahun 2004); 

29 Peraturan Daerah Provinsi Sengkulu Nomor : 1 Tahun 2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun Anggaran 
2011; 

30. Peraturan Gubernur Sengkulu Nomor : 1 Tahun 2011 tentang 
PenJabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun 
Anggaran 2011; 
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MEMUTUSKAN : 

,•enetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PERUBAHAN 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROVINS! BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2011 

Pasal 1 
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011 terdiri atas : 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah . . .. .. . . . . . . . . . Rp 426.601.946.673,00 

b. Dana Perimbangan ........................... Rp 694.595.975.358,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah 

Yang Sah.. ......................................... Rp. 38.878.571.000.00 

Jumlah Pendapatan.. .. . . ...... .. ....... .. .. . Rp. 1 160 076 493 031,00 

2. Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung 

BelanJa Pegawai sejumlah.. . .. .. .. Rp. 378.790.133.862,00 

2. Belanja Sunga ............................ Rp. 0,00 

1 000 000 000,00 

21 600 000.000,00 

11 .591 160.000,00 

127.660.403.561,00 

4.000.000.000,00 

38.925.000.000,00 

Belanja Subsid1 .... Rp. 

3. Belania Hibah. Rp 

4 . BelanJa Bantuan Sosial. Rp. 

5 BelanJa Bag, Hasil Rp. 

6 Belanja Bantuan Keuangan ....... Rp. 

7. Belanja Tidak Terduga .................. Rp. 

Jumlah ....................................... Rp. 583.566.697.423,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai ....................... . Rp. 65.553.628.850,00 

2) Belanja Barang dan Jasa ........... .. Rp. 292.737.971.948,00 

3) Belanja Modal. ............................. . Rg. 250.269.216.600,00 

Jumlah ...................................... .. Rp. 608.540.417 .398.00 

Jumlah Belanja ... ..... .... ........... .. Rp 1.192.127.514.821,00 

Surflus/(Defisit) ... ... ........... ......... Rp (32.051.021.790,00) 

3 Pembiayaan 

a. Penenmaan Rp. 32 157.361 740.00 

b Pengeluaran .................... . Rp. 106.339 950.00 

Jumlat, Pemb1ayaan netto .. . Rp. 32.051.021.790,00 

S sa leo;h pembtayaan ariggaral' 
tahun berkenaan , S !.. :::, A Rp. 000 
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Pasal2 

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur 1ni. 

Pasal 3 
Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 4 
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan 3 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Bengkulu. 

Pasal 5 
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

Pasal 6 
Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang 
Peraturan Gubernur ini dalam Serita Daerah. 

Diundangkan di Bengkulu 
pada tanggal · 1. - ~ l l 

SEKRETARIS DAERAH 

,.
';, 

D AWi A. LAMAT, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NiP 19530812 197803 1 006 

Ditet:i ~kan di Bengkulu 

f
a t:rnggal 1 ... 0,1 

UBERNUR BENGKULU 

WAKIL (3UBERNUR 1 
J~t 

V JUNAIDI HAMSYAH 

B!:R ,A DAERAH PROVII\JSI BENGKULLJ TAHUN 2011 ',l"\i 10R · 


